BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR &. TAHUN 2020
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG /JASA
TERINTEGRASI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE

KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat : 1.

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan
Bupati Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Konawe Kepulauan dan dalam rangka
pelaksanaan reformasi birokrasi serta mewujudkan kinerja
yang optimal pada seluruh mata rantai pengadaan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional
Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi Lingkup

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5415);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan W



Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perbahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor
2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 20 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016
Nomor 48);

Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 17 Tahun
2017 tentang Pedoman  Penyusunan  Standart
Operasional Prosedur Bagi Perangkat Daerah di
Lingkungan Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017
Nomor 91);

Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun
2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019
Nomor 172);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN
BARANG/JASA TERINTEGRASI LINGKUP

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.

2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan.

3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah
Organisasi Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Konawe Kepulauan.

4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
Bagian PBJP adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

5. Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan adalah Sub Bagian
Pengelola Layanan Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

6. Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, adalah
Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sekretariat Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan.

7. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, adalah
Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sekretariat Daerah
Kabupaten Konawe Kepulauan.

8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Konawe Kepuauan yang selanjutnya disebut Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah
Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibiayai oleh APBN/APBD yang
prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima
hasil pekerjaan.

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah;

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
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12.

13.

14.

15.

16.

pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk memeriksa
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokmil adalah
sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ
Kabupaten Konawe Kepulauan untuk mengelola pemilihan penyedia.
Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan
yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah unit kerja di Kabupaten
Konawe Kepulauan yang melaksanakan tugas pada urusan Pengadaan
Barang dan Jasa dan dibentuk dengan Peraturan Bupati Konawe
Kepulauan;.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Konawe Kepulauan
yang selanjutnya disebut LPSE adalah layanan Pengelola teknologi
informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
secara elektronik.

Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi adalah proses pengadaan
Barang/Jasa yang berkaitan antara satu proses dengan proses
berikutnya, diawali proses perencanaan pengadaan yang outputnya
akan digunakan sebagai syarat proses pelaksanaan persiapan
pengadaan, Output Persiapan pengadaan berupa Dokumen Persiapan
Pengadaan akan menjadi acuan dalam persiapan pemilihan dan
pelaksanaan pemilihan penyedia, serta hasil pemilihan Penyedia
menjadi dasar pelaksanaan kontrak dan penyelesaian

pekerjaan/pengiriman barang.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SOP Pengadaan

Barang/Jasa Terintegrasi Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten

Konawe Kepulauan.
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(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 3
SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman
pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa terintegrasi di Lingkup

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB IlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Konawe
Kepulauan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur
Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepualaun Tahun
2019 Nomor 177) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan/atau belum diubah dengan Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, \3 Jawvarn 2020

PARAF KOORDINASI BUPATLKONAWE KEPULAUAN,

JABATAN PARAF
1.SEKDA f'ﬁ/‘ -
2. ASISTEN ADM. UMUM ﬁ’/

3. DINAS/BADAN/KANTOR D
4.BAGIAN U \u— Y H. AMRULLAH

1

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

CEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020
NOMOR..5



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN

BARANG/JASA TERINTEGRASI LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN.
I. Daftar Standar Operasional Prosedur
NO NAMA SOP NOMOR
SOP Proses Utama Pengadaan
SOP SETDA/1/2020
: Barang/Jasa /o L
2 |SOP Perencanaan Pengadaan SOP/ /SETDA/1/2020
3 |SOP Persiapan Pengadaan SOP/ /SETDA/1/2020
4 |SOP Persiapan Pemilihan Penyedia SOP/ /SETDA/1/2020
5 [SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi | SOP/ /SETDA/1/2020
SOP Pemilihan Penyedia
6 Pascakualifikasi Tender/Seleksi SuEf  /SETDA/T/2020
7 |SOP Pelaksanaan Kontrak SOP/ /SETDA/1/2020
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NomorSOP || . / .. /SETDA/ /2020
Tanggal Pembuatan .. Januari 2020
Tanggal Revisi
- Tanggal Pengesahan ..... Januari 2020
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROSES UTAMA PENGADAAN BARANG/JASA
PADA SOP PENGADAAN BARANG/JASA TERINTEGRASI
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN Pembina Utama Madya Gol.IV/d
NIP. 19680515 199703 1 007
Nama SOP SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

2. Undang-Undang Republik
Administrasi Pemerintahan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7
Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9
tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui
Penyedia;

7. Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan;

9. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang

1. PA/KPA: Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penganggaran, perencanaan
pengadaan, sampai dengan penerimaan hasil pekerjaan/pengiriman barang,
2.PPK:

a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pengadaan, pelaksanaan
kontrak sampai dengan penyampaian hasil pekerjaan/pengiriman barang

b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Pokja Pemilihan:

a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pemilihan penyedia,
pelaksanaan pemilihan penyedia sampai dengan laporan hasil pemilihan
penyedia

b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

)
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10.

11.

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bagi Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe
Kepulauan;

Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kode Etik
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Perencanaan Pengadaan 1. Komputer/scanner/printer

2. SOP Persiapan Pengadaan 2. Jaringan Internet

3. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia 3. Panduan Pengguna SPSE

4. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi

5. SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi

6. SOP Pelaksanaan Kontrak

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan 1. Copy berkas-berkas terkait Persiapan Pengadaan dicatat dan didata sebagai

dan ditetapkan.

data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu UKPB]
maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus 2. Berkas-berkas terkait Persiapan Pengadaan dicatat dan didata sebagai
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan
Pelaksana Mutu Baku
N Uraian Kegiata i
° rran AR PA/KPA PPK Po.k_]a Persyaratan/Kelengkapan | Waktu Output Keterangan
Pemilihan
1 | Mulai
1. Draf Spesifikasi Teknis/
4 : 2. KAK, dan Harga
Melaksanakan perencanaan 1. Renja Panvla . Perkiraan /RAB
2 2. RKA Pemda 15 Hari
Pengadaan Barang/Jasa 3. Jadwal
3. DIPA/DPA
4. Rencana Umum
Pengadaan (RUP)
1. SK Penunjukan PPK Sakamell Perstapan
; Pengadaan (KAK,
Melaksanakan persiapan . 2. RUP ; . : :
3 > ; : . 5 hari Spesifikasi Teknis, dan
pengadaan 3. Draft Spesifikasi Teknis/ KAK .
. HPS telah ditetapkan/
4. Harga Perkiraan/ RAB .
disahkan)
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Pelaksana Mutu Baku
N Uraian Kegiatan i
0 & PA/KPA PPK Po_k_]a Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Pemilihan
1. SK Penunjukan Pokja
2. RUP
4 Melaksanakan persiapan 3. Dokumen Persiapan 4 Hari Dokumen Pemilihan
pemilihan penyedia Pengadaan (Draft Spesifikasi Penyedia
Teknis/ KAK, Harga
Perkiraan/ RAB)
1 1. Laporan Hasil
5 Melaks;fmakan pemilihan Dokumen Pemilihan Penyedia Menyes Pen?lhhan Penyedia
penyedia . 2. Berita Acara Penetapan
uaikan
Pemenang
1. Laporan Hasil Pemilihan 1. SPPBJ
6 Melaksanakan pengelolaan Penyedia Mo 2. Kontrak
kontrak 2. Berita Acara Penetapan 0 3. Pelaksanaan Pekerjaan
uaikan
Pemenang 4. BAST
h 4
7 Menel.'lma hasil N BAST 2 hari H.asﬂ. Pekerjaan/Barang
pekerjaan/pengiriman barang l diterima
8 | Selesai

lfa
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NomorSOP  |: | . /... /SETDA/1 /2020
. i1 Tanggal Pembuatan .. Januari 2020
i /f Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan .. Januari 2020
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KKPULAUAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERENCANAAN PENGADAAN
PADA SOP PENGADAAN BARANG/JASA TERINTEGRASI
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH Pembina Utama Madya Gol.IV/d
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN 1 NIP. 19680515 199703 1 007
Nama SOP SOP Perencanaan Pengadaan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan | 1. PA/KPA:  Memiliki kemampuan dalam melaksanaan perencanaan

Publik; Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan RUP dan dokumen terkait persiapan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang pengadaan disampaikan kepada PPK
Administrasi Pemerintahan; 2. PPK:

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang %
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah; b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 | 3. Kepala UKPBJ: Memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten
Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan asistensi persiapan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah; 4. Jabfung PPBJ:

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 a. Memiliki pemahaman tentang proses persiapan Pengadaan Barang/Jasa
tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui b. Memiliki kemampuan asistensi persiapan Pengadaan Barang/Jasa
Penyedia; ¢. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

7. Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 20 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan;

9. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bagi Perangkat Daerah di

Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan persiapan
Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi penetapan KAK/Spesifikasi Teknis,
Penyusunan & penetapan HPS dan Rancangan Kontrak
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Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

10. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe
Kepulauan;

11. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kode Etik
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Proses Utaman Pengadaan Barang/Jasa 1. Komputer/scanner/printer

2. SOP Persiapan Pengadaan 2. Jaringan Internet

3. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia 3. Panduan Pengguna SPSE

4. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi

5. SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi

6. SOP Pelaksanaan Kontrak

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan 1. Copy berkas-berkas terkait Persiapan Pngadaan dicatat dan didata sebagai
dan ditetapkan. data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

UKPB]
2. Berkas-berkas terkait Persiapan Pengadaan dicatat dan didata sebagai data
elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan

Pelaksana

Mutu Baku ]

No Uraian Kegiatan Kepala

PPK OKPE)

PA/KPA

Keteran
gan

Jabfung
PPB]

Persyaratan/

Perlengkapan Wb

Output

1 Mulai

Menetapkan PPK untuk melaksanakan
2 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Renja OPD 1 Hari Penunjukan PPK

Melakukan inventarisir perencanaan

pengadaan:

a. Jika diperlukan, menyampaikan
permintaan asistensi penyusunan
perencanaan pengadaan kepada
UKPBJ.

b. Jika tidak, maka dilanjutkan dengan (b)
identifikasi kebutuhan barang/jasa

(a)

Surat Permohonan

Penunjukan PPK OPD Astarsiiat

1 Hari

KXo




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kepala Jabfung Persyaratan/ Keteran
PA/KPA PPK UKPB] PPBJ Pedengkapan Waktu Output gan
. (W) Penunjukan
4 Me;n;(n]uk {;bfunlg fPB]. G ? Surat Permohonan 15 Pengelola
HSR SRl BSERE pereteatienl] Asistensi OPD Menit Pengadaan/ Jabfung
pengadaan PPBJ
- A Penunjukan Pengelola Laporan Periodik
5 Mendukung kinerja PPK dalam Pengs tjiaan /}abfugng Menyes kega da Kepala
melaksanakan perencanaan pengadaan PPR] uaikan UKPBJ
1. Database Barang
] Milik Negara/Barang Barang/Jasa
Mengidentifikasi kebutuhan . Milik Daerah teridentifikasi
6 barang/jasa berdasarkan Rencana 2. Riwayat Rencana 4 Hari sesuai
Kerja (RENJA) K/L/Pemda. Kebutuhan dengan kodefikasi
Unit/Satuan Kerja dan kategorisasi
OPD
Barang/Jasa
v ; : ;
7 | Menstapan arangjasasesua it |
dengan kodefikasi dan kategorisasi Kodefikasi Barang/Jasa
dan kategorisasi
Memasukan rencana kebutuhan g:?:;u?]zza
8 Pengadaan Barang/Jasa ke dalam Dokumen Penetapan 1 Hari b daf%ar
Rencana Kerja Anggaran Perangkat Barang/Jasa dalam RKA OPD
Daerah (RKA-PD) atau DPA OPD
v
Menentukan cara Pengadaan KA/D : Cara pengadaan
7 Barang/Jasa ‘ A 1 Hari sudah ditentukan
Menyusun: . .
1. Spesifikasi Teknis / Kerangka i | L ?‘Ziilg}/(?(il{
ip | Aemankeys (Pengriaen Remng, RKA/DPAOPD SHari | 2. RAB
Konstruksi, Jasa Lainnya)/ 3. Daftar Paket PBJ
Kerangka Acuan Kerja (Jasa é 4' Rencana Jadwal
Konsultansi) '

w2
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Pelaksana Mutu Baku
it e UKPB] PPB] Perlengkapan g s e gan
2. RAB/Perkiraan Biaya 0
3. Pemaketan
4. Rencana Jadwal Pengadaan
Barang/Jasa
1. Rencana Jadwal
Menetapkan dan mengumumkan 2 2. Pagu .
11 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) 3. Spesifikasi 1 Hari gg: gillieu:ll;:izn
melalui SIRUP Teknis/KAK m
4. Daftar Paket PB]
A
12 | Selesai

W2
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Nomor SOP 1 P —— /.... /]SETDA/1/2020
Tanggal Pembuatan : | ....... Januari 2020
s Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan ¢ | v Januari 2020
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN Disahkan oleh : SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PERSIAPAN PENGADAAN
PADA SOP PENGADAAN BARANG/JASA TERINTEGRASI
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Pembina Utama Madya Gol.IV/d
NIP. 19680515 199703 1 007

Nama SOP : | SOP Persiapan Pengadaan
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan | 1. PA/KPA:  Memiliki kemampuan dalam melaksanaan perencanaan
Publik; Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan RUP dan dokumen terkait persiapan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang pengadaan disampaikan kepada PPK
Administrasi Pemerintahan; 2. PPK:
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan persiapan
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi penetapan KAK/Spesifikasi Teknis,
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Penyusunan & penetapan HPS dan Rancangan Kontrak
Pemerintah; b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/[asa Pemerintah Nomor 7 3. Kepala UKPBJ: Memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten
Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan asistensi persiapan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah; 4. Jabfung PPBJ:
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 a. Memiliki pemahaman tentang proses persiapan Pengadaan Barang/Jasa
tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui b. Memiliki kemampuan asistensi persiapan Pengadaan Barang/Jasa
Penyedia; ¢. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

7. Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 20 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan;

9. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bagi Perangkat Daerah
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di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

10. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe
Kepulauan;

11. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kode Etik
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Proses Utaman Pengadaan Barang/Jasa 1. Komputer/scanner/printer
2. SOP Perencanaan Pengadaan 2. Jaringan Internet

3. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia 3. Panduan Pengguna SPSE

4. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi

5. SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender/Seleksi

6. SOP Pelaksanaan Kontrak

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan
dan ditetapkan.

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

1. Copy berkas-berkas terkait Persiapan Pengadaan dicatat dan didata sebagai
data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala
UKPB]

2. Berkas-berkas terkait Persiapan Pengadaan dicatat dan didata sebagai
data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan

Pelaksana Mutu Baku R
- A ete
No Uraian Kegiatan PA/KPA PPK Kepala Jabfung Persyaratan/ takin Outhut gan
UKPB] PPB]J Kelengkapan
r——
1 | Mulai
2 dMoel::lyr?l:lr? i;]:]igi'l: U:rgsganaan = L BUF 1Jam RUF dun Hotmmen
; P 2. Dokumen Lain Lain Tersampaikan
lainnya
y
; 1. Draft Spesifikasi Laporan Hasil Reviu
Melaksanakan reviu: . . . .
s |1 Sheia Ty Mgk gy | Sooutlemtd
% Periiraon Baya/HAB [5 3, Pagu DPA/DIPA Biaya/RAB
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kepala Jabfung Persyaratan/ Keteran
an
PA/KPA PPK UKPBJ PPBJ Kelengkapan Waktu Output g
. . Laporan Hasil Reviu Persetujuan PA/KPA
g |MembErdian persetdjuan ? Spesifikasi Teknis/ KAK &|1 Hari

Spesifikasi Teknis/ KAK & RAB

F

RAB

terhadap Spesifiasi
Teknis/ KAK & RAB

Menyusun HPS dan Rancangan

Kontrak:

a. Jika diperlukan meminta
pendampingan penyusunan

1. Spesifikasi

5 HPS dan Rancangan Kontrak 9 'g;l;n]s/ 2 Hari Ezi gﬁ l;lea;;clfsnugr?n
b. Jika tidak, maka dilanjutkan \/ 3. Paeuy DPA/DIPA
dengan penetapan Spesifikasi e X8
T eknis/KAK, HPS, dan (b)
Rancangan Kontrak
Memeintanian gy . g Permintaan Penugasan
melaksanakan pendampingan . Menyes .
6 Pendampingan : Pendampingan
penyusunan HPS dan Rancangan . uaikan :
Persiapan Pengadaan Persiapan Pengadaan
Kontrak
h
Mendampingi penyusunan HPS Surat Tugas Menyes ;
# dan Rancangan Kontrak Pendampingan uaikan Rendampingan
Menetapkan: & [T’;agﬂisﬂ“(/ ALt Spesifikasi T
8 1. Spesifikasi Teknsi/KAK < 2 Draft HPS 27am eknsi/KAK, HPS,
2. HPS ’ Rancangan Kontrak
3. Draft Rancangan .
3. Rancangan Kontrak Kontrak ditetapkan
. 1. HPS
9 Menyusun dan Menetapkan 2. Spesifikasi T eknis/ 3Jam Dokumen Persiapan
Dokumen Persiapan Pengadaan KAK Pengadaan
3. Rancangan Kontrak
y 1. HPS
it | Selanai l 2. Spesifikasi T eknis/ Dokumen Persiapan

KAK
3. Rancangan Kontrak

Pengadaan
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NomorSOP | ] sessven [ wouus / SETDA/ 1 /2020
Tanggal Pembuatan .....ws Januari 2020
Tanggal Revisi
i Tanggal Pengesahan .. Januari 2020
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADAAN BARANG/JASA TERINTEGRASI
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN Pembina Utama Madya Gol.IV/d
NIP. 19680515 199703 1 007
Nama SOP SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan | 1. PPK:
Publik; a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan persiapan

2. Undang-Undang Republik
Administrasi Pemerintahan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7
Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9
tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui
Penyedia;

7. Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan;

9. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bagi Perangkat Daerah

Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi penetapan KAK/Spesifikasi Teknis,
Penyusunan & penetapan HPS dan Rancangan Kontrak
b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
2. Kepala UKPBJ:
Memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten dalam pelaksanaan
asistensi persiapan Pengadaan Barang/Jasa
3. Pokja Pemilihan :
a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pemilihan penyedia
b. Memiliki kemampuan dalam menyusun Dokumen Pemilihan Penyedia
c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
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di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

10. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe
Kepulauan;

11. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kode Etik
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Proses Utaman Pengadaan Barang/Jasa 1. Komputer/scanner/printer
2. SOP Perencanaan Pengadaan 2. Jaringan Internet
3. SOP Persiapan Pengadaan 3. Panduan Pengguna SPSE
4. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
5. SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender/Seleksi
6. SOP Pelaksanaan Kontrak
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan 1. Copy berkas-berkas terkait Persiapan Pengadaan dicatat dan didata sebagai
dan ditetapkan. data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu UKPB]J
maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus 2. Berkas-berkas terkait Persiapan Pengadaan dicatat dan didata sebagai
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan
Pelaksana Mutu Baku fowrung
No Uraian Kegiatan Kepala Pokja
PPK UKPBJ Peniiikan Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output an
1 Mulai l I
1. SK Penetapan PPK
L 2. Dokumen Persiapan
Pengadaan
3. Dokumen Anggaran Belanja
Menyampaikan permintaan i e Pemintaan pemilihan
2 pemilihan Penyedia 4. 1D Paket RUP 1Jam envedia tersampaikan
5. Rencana Waktu Penggunaan L p
Barang/Jasa
i 6. Surat permohonan
E‘j pelaksanaan pemilihan
penyedia




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan PPK Kepala Pokja P Nkt Waktu 0 Ket:;ang
UKPBJ Petniithan ersyaratan/ Kelengkapan a utput
Surat Peneta
3 Menetapkan Pokja Pemilihan Q > Dokumen Persiapan Pengadaan | 2Jam ura.1 ene' .pan
Pokja Pemilihan
Melakukan reviu terhadap Dokumen
Persiapan Pengadaan Melalui Y
Penyedia / _ | Hasil Reviu Dokumen
4 | a Jika lengkap dilanjutkan dengan Dokumen Persiapan Pengadaan | 1 Hari _ o
- Persiapan Pemilihan
penetapan metode pemilihan \
b. Jika tidak lengkap disampaikan b
kepada PPK untuk diperbaiki (b) (a)
Memperbaiki Dokumen Persiapan < 1. Dokumen Persiapan .| Perbaikan Dokumen
5 | Pengadaan dan/atau menyampaikan Pengadaan 1 hari Persiapan Pengadaan
kembali kepada Pokja Pemilihan 2. Hasi Reviu Pokja
Menetapkan: Metode. pemilihan
. ) i penyedia, penetapan
1.Metode Pemilihan Penyedia kualifikasi, evaluasi
6 2.Metode Penetapan Kualifikasi > Dokumen Persiapan Pengadaan | 1]am dokumen penawaran,
3.Metode Evaluasi Penawaran, dan dan penyampaian
; penawaran
4.Metode Penyampaian Penawaran ditehiglni
\ 4 1. Dokumen Persiapan
7 Menyusun dan menetapkaan Jadwal Pengadaan 4 jam Jadwal Pemilihan
Pemilihan 2. Metode Pemilihan ditetapkan
3. RUP
4 1. Dokumen Persiapan
Menyusun dan menetepkan Pengadaan ; she
8 Dokumen Pemilihan 2. Metode Pemilihan P | Dotonen Beoviliban
3. Jadwal Pelaksanaan
v
9 Selesai

L
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NomorSOP = |: | s / ... /SETDA/1 /2020
Tanggal Pembuatan .. Januari 2020
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan ... Januari 2020
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMILIHAN PENYEDIA PRAKUALIFIKASI
PADA SOP PENGADAAN BARANG/JASA TERINTEGRASI
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH .
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN _ Pembina Utama Madya Tk.I Gol.IV/d
NIP. 19680515 199703 1 007
Nama SOP SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 1. PPK:
Publik; a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan persiapan

2. Undang-Undang Republik
Administrasi Pemerintahan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

4, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7
Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9
tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui
Penyedia;

7. Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 20 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan;
9. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi penetapan KAK/Spesifikasi Teknis,
Penyusunan & penetapan HPS dan Rancangan Kontrak
b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/]Jasa
2. Kepala UKPBJ]: Memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten
dalam pelaksanaan asistensi persiapan Pengadaan Barang/Jasa
3. Pokja Pemilihan :
a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pemilihan penyedia
b. Memiliki kemampuan dalam menyusun Dokumen Pemilihan Penyedia
¢. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Peserta:
a. Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan secara
elektronik dan terdaftar sebagai Pelaku Usaha di SPSE, dan
b. Memiliki kemampuan untuk membuat Dokumen Isian Kualifikasi

\"?
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10.

11,

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bagi Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe
Kepulauan;

Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kode Etik
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Proses Utaman Pengadaan Barang/Jasa 1. Komputer/scanner/printer

2. SOP Perencanaan Pengadaan 2. Jaringan Internet

3. SOP Persiapan Pengadaan 3. Panduan Pengguna SPSE

4. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia

5. SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender/Seleksi

6. SOP Pelaksanaan Kontrak

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan 1. Copy berkas-berkas terkait Persiapan Pengadaan dicatat dan didata sebagai

2.

dan ditetapkan.

Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu
maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala
UKPBJ

2. Berkas-berkas terkait Persiapan Pengadaan dicatat dan didata sebagai
data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan

Pelaksana Mutu Baku
N Uraian Kegiatan j t
> . & PPK Po.k')a Peserta Persyaratan Waktu Output e o
Pemilihan
1 | Mulai
1. Nama dan Alamat Pokja
Pemilihan Pelaks
Menyampaikan L 2. Uraian Singkat Pekerjaan en u;n:;nn
2 | Undangan/Pengumuman 3. HPS dan Pagu 5 Hari i . a.
: : ; , Prakualifikasi
Prakualifikasi 4. Syarat Kualifikasi =
5. Jadwal unduh dan unggah P
dokumen

ez




Pelaksana Mutu Baku
N Uraian Kegiata Pokj Keteran
P e PPK o2 | peserta Persyaratan Waktu Output e g
Pemilihan
Mendaftar sebagai Peserta [_‘I . Dokumen .
Y Surat Izin Usaha dan Jika belum
3 | Kualifikasi dan mengunduh Dokumen Lainn 7 Hari Kualifikasi P
Dokumen Kualifikasi = terunduh FOpSESE
v
Melaksanakan Pemberi Berita Acara Hasil
4 e? anakan ,em e‘rlan Dokumen Kualifikasi 1 Hari Jika diperlukan
Penjelasan Kualifikasi Penjelasan
Menyampaikan/mengunggah A 4 1. Isian Formulir Elektronik Dokumen Isian
5 | Dokumen Isian 2. Dokumen Isian 7 Hari Kualifikasi
Kualifikasi Kualifikasi tersampaikan
Mengunduh Dokumen Isian
Kualifikasi. ! ¢
a. Jika peserta yang menawar \ " " — Dokumen Isian
6 3 atau lebih maka (a) eserta. i 1 Hari 3 hari Kualifikasi
dilanjutkan dengan evaluasi / penyedia terunduh
b. Jika peserta kurang dari 3
maka dilakukan (b)
perpanjangan waktu
Melakukan perpanjangan
waktu pemasukan
_ ) _ Proses gagal 1
Dokumen Isian Kualifikasi: kali masih dapat
Y
a. Jika peserta yang menawar dilanjutkan
lebih dari 3 maka Dokumen Isian prakualifikasi
a : Akun SPSE Pokj 10 Menit .
7 dilanjutkan dengan evaluasi 8 axa en Kualifikasi terunduh | sesuai dengan
b. Jika peserta tetap kurang (@) peraturan
dari 3 maka kualifikasi Perundang-
dinyatakan gagal (laporan (b) 1 Undangan.

hasil kegagalan
disampaikan ke PPK)

ko
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Pelaksana Mutu Baku
o Hoaen Ecuian PPK i Peserta Persyaratan Waktu Output o s
Pemilihan
(b) F a. Berita Acara
Melaksanakan Evaluasi ‘ Menyesuai vatmast Dokumen
8 . ) Dokumen Kualifikasi Kualifikasi
Dokumen Kualifikasi kan
b. Daftar Peserta
Hasil Evaluasi
Melaksanakan pembuktian
kualifikasi:
a. Jika peserta lulus tiga atau +
lebih maka dilanjutkan . Berita Acara hasil Evaluasi 1. Berita Acara Hasil
9 dengan penetapan hasil (b) / Dokumen Evaluasi 1 hari Pembuktian
kualifikasi . Daftar Peserta Hasil 2. Berita Acara Hasil
b. Jika peserta yang dinyatakan \ Evaluasi Penetapan
lulus kurang dari 3 maka (a)
prakualifikasi dinyatakan
gagal
PPK menerima laporan hasil
pelaksanaan rX Laporan hasil kegagalan , .
10 | rakualifikas] yang dinyatakan prakualifikais 1juen Prakualifikasi gagal
gagal
$ . Berita Acara Hasil Proses Sanggah
14 Mengumumkan Hasil Pembuktian 6 Hari Hasil Kualifikasi diatur di dalam
Kualifikasi . Berita Acara Hasil diumumkan SOP lain (Jika adal
Penetapan sanggah)
M
12 | Selesai
R
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NomorSOP [ ]| civeninens / ... /SETDA/1/2020
Fliwy Tanggal Pembuatan ....... Januari 2020
i Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan .. Januari 2020
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMILIHAN PENYEDIA PASCAKUALIFIKASI TENDER /SELEKSI
PADA SOP PENGADAAN BARANG/JASA TERINTEGRASI
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NIP. 19680515 199703 1 007
Nama SOP SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi Tender/Seleksi
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan | 1. PPK:

Publik; a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan persiapan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi penetapan KAK/Spesifikasi Teknis,
Pemerintahan; Penyusunan & penetapan HPS dan Rancangan Kontrak
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 2. Kepala UKPB]: Memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten
4, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/}asa dalam pe]aksanaan asistensi persiapan Pengadaan Barang/]asa
Pemerintah; 3. Pokja Pemilihan :
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pemilihan penyedia

Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9
tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui i
Penyedia;

7. Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan;

9. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bagi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

b. Memiliki kemampuan dalam menyusun Dokumen Pemilihan Penyedia
¢. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
. Peserta:
a. Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan secara
elektronik dan terdaftar sebagai Pelaku Usaha di SPSE, dan
b. Memiliki kemampuan untuk membuat Dokumen Isian Kualifikasi
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10. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan;

11. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kode Etik
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Proses Utaman Pengadaan Barang/Jasa 1 Kornputer/ scanner/printer
2. SOP Perencanaan Pengadaan 2. Jaringan Internet
3. SOP Persiapan Pengadaan 3. Panduan Pengguna SPSE
4. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
5. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
6. SOP Pelaksanaan Kontrak
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan | 1. Copy berkas-berkas terkait Persiapan Pengadaan dicatat dan didata sebagai
dan ditetapkan. data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu UKPB]
maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus | 2. Berkas-berkas terkait Persiapan Pengadaan dicatat dan didata sebagai data
dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan
Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan - Keterangan
Kepala Pokja :
PPK UKPBJ |Pemilihan Peserta Persyaratan Waktu Output
Mulai
Nama dan Alamat,
Menyampaikan y Uraian Singkat, HPS Pelaksanaan undangan
Undangan/Pengumuman dan Pagu, Syarat 5 hari dan/atau pengumuman
Tender /Seleksi Peserta, pemilihan penyedia
Jadwal
Melaksanakan pendaftaran dan 1. Dokumen 8 Peuyedia Feviagrdt ;
. SPSE Jika belum
pengunduhan Dokumen Perusahaan 7 Hari "
s ; b. Dokumen Pemilihan | mendaftar
Pemilihan 2. Email dll
Terunduh
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan . Keterangan
PPK lé‘;{p:;? Peflri]l{i]l:an Peserta Persyaratan Waktu Output
Melaksanakan Pemberian
Penjelasan Dokumen Pemilihan
Penyedia:
a. Jika tidak mengubah Dokumen
Pemilihan maka dilanjutkan
dengan penyampaian dokumen
penawaran - : '
b. Jika mengubah isi Dokumen \ / II?okurr(li(.en Pemilihan 1 Hari lgen_ta] Acara Pemberian
Pemilihan maka dilakukan enyedia enjelasan
4 addendum
c. Jika addendum menyangkut HPS,
KAK/Spesifikasi Teknis, dan (c) (b) (a)
Rancangan Kontrak maka
adendum dilakukan dengan
persetujuan PPK
Menerima usulan perubahan terkait
KAK/Spesifikasi Teknis, dan
Rancangan Kontrak: . Keputusan PPK
a. Jika PPK menyetujui perubahan L 2:’:;‘1?8??:? menyetujui atau
tersebut maka dilakukan : Penjelasan (BAPP) menolak hasil
addendum \ 9, Werllewcu i 2 Hari perubahan dokumen
b. Jika PPK menolak perubahan ' bk pemilihan terkait HPS,
5 tersebut maka dokumen / geru RN KAK/ Spesifikasi
e okumen ;
pemilihan sebelumnya tetap d Teknis/ Rancangan
berlaku dan dilanjutkan dengan pRRpaTA Kontrak
penyampaian dokumen (b) (a)
penawaran
1. BAPP . Berita Acara Hasil
6 | Melaksanakan Adendum Dokumen 2 Materi Adendum 1 Hari Adisarcem
1. Terdaftar sebagai
- Menyampaikan/ mengunggah peserta 5 Hari Dokumen Penawaran
dokumen penawaran 2. Dokumen terunggah
é Penawaran

Ko
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Keterangan
Kepala Pokja
PPK UKPBJ |Pemilihan Peserta Persyaratan Waktu Output
Mengunduh dokumen penawaran: ___D
a. Jika jumlah peserta terpenuhi
maka dilanjutkan dengan
8 pembukaan dokumen Akun SPSE 1 Hari Dokumen Penawaran
b. Jika jumlah peserta belum
terpenuhi maka dilakukan
perpanjangan waktu (a) (b)
Melaksanakan perpanjangan waktu -
pemilihan penyedia: D"ﬂ:l’?‘ hal tler]adl
a. Jika jumlah peserta terpenuhi , sexall gagal
St Tidak ada peserta tender/seleksi
maka dilanjutkan dengan ; .
9 yang memasukan 15 Menit | Dokumen Penawaran (poin 8b) maka
pembukaan dokumen (b) (a) i ih bi
b. Jika jumlah peserta masih belum p ?fm. t;:: d
terpenuhi maka tender/seleksi i e
dinyatakan gagal. FEOENERET
. Unduh Dokumen . gerilta Af:ara Hasi]
Melakukan pembukaan dan evaluasi Penawaran ; SEPRE. .
10 . 3 Hari 2. Dokumen Evaluasi
Dokumen Penawaran . Dokumen Pemilihan -
p " 3. Daftar Peserta Hasil
enyedia 5
Evaluasi
' E::E:E::an Paket Barang/
4 D 1. Daftar Calon Konstruksi/ Jasa
. Dokumen : .
Perntithung Pemenang Lainnya diatas 100
11 | Menetapkan Calon Pemenang T 1 Hari 2. Berita Acara M dan Konsultansi
. Template/ Tools/ | .
Qhtars- Sesa Penetapan Calon diatas
Pemenang 10 M ditetapkan
metode penetapan
PA/KPA
Calon pemenang
A A
Mengumumkan Pemenang . i ;
12 Tender/Seleksi & BAHP 1 Hari Pemenang diumumkan
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Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Keterangan
Kepala Pokja
PPK UKPBJ |Pemilihan Peserta Persyaratan Waktu Output
Melaporkan Hasil Pemilihan 1. Berita Acara Hasil
Penyedia: Klarifikasi/Negoisa
a. Jika tidak ada sanggah maka si Teknis dan La ¢ s
13 Laporan Hasil Pemilihan Harga/Biaya 1 Hari kel;ol:;n ersampatkan
Penyedia disampaikan ke PPK \ 2. Berita Acara Hasil
b. Jika ada sanggah maka Evaluasi
dilanjutkan proses sanggah (@) (b) 3. BAHP
Peserta melakukan Sanggah Hasil Pengumuman
14 | terhadap hasil Pemilihan Penetapan 5 hari Sanggah Tersampaikan gop Sar}:ggah d/
(Dilakukan proses sanggah) Pemenang anggah banding
A
Menerima Laporan Hasil Pemilihan ; Laporan Hasil
15| penyedia melalui SPSE Al SERE 3Harl | porhilihan Penyedia
A
16 | Selesai

Ko
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NomorSOP 12 ). / ... /SETDA/1 /2020
Tanggal Pembuatan ... Januari 2020
Tanggal Revisi
' e Tanggal Pengesahan .. Januari 2020
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN KONTRAK
PADA SOP PENGADAAN BARANG/JASA TERINTEGRASI
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN - NIP. 19680515 199703 1 007
Nama SOP SOP Pelaksanaan Kontrak
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan | 1. PA/KPA:
Publik; Memiliki pemahaman dan kemampuan terkait dengan pelaksanaan dan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang pengawasan kontrak sampai dengan penerimaan hasil pekerjaan/pengiriman
Administrasi Pemerintahan; barang
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang 2. Kepala UKPBJ: Memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dalam pelaksanaan asistensi persiapan Pengadaan Barang/Jasa
4, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 3. Pokja Pemilihan :
Pemerintah; a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pemilihan penyedia
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 b. Memiliki kemampuan dalam menyusun Dokumen Pemilihan Penyedia
g:;ir:'intza?\w tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Peraturan {',embaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 % ll;Ie]ab‘at'Penandatangan Nentrae:
” emilki kemampuan dalam melaksanakan Pelaksanaan Kontrak
;ahunngIB Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui 5. PiPHP /PPHP :
7. Pz?g;]:a'[, ANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemeriksaan administrasi
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; terhadap serah terima hasil pekerjaan/pengiriman barang
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan;
9. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bagi Perangkat Daerah
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di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

10. Peraturan Bupati

Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe

Kepulauan;

11. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kode Etik
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Proses Utaman Pengadaan Barang/Jasa 1. Komputer/scanner/printer
2. SOP Perencanaan Pengadaan 2. Jaringan Internet

3. SOP Persiapan Pengadaan 3. Panduan Pengguna SPSE

4. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia

5. SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi

6. SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender/Seleksi

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan

dan ditetapkan.

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu

maupun output

dikategorikan

sebagai

dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

bentuk kegagalan yang harus

1. Copy berkas-berkas terkait Persiapan Pengadaan dicatat dan didata sebagai
data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala
UKPB]

2. Berkas-berkas terkait Persiapan Pengadaan dicatat dan didata sebagai data
elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan

Pelaksana Mutu Baku
Pejabat .
N Uraian Kegiatan Penanda| PiPHP Pokja
j / | Kepala i.d5 . Persyaratan/ Keterangan
o L JREA tangan | PPHP | UKPB] Pet:;hh FRTpOg Perlengkapan wakin P
Kontrak
Final Pejabat
Menyampaikan hasil a. BA Hasil Evaluasi . Penandatangan
1 pemilihan penyedia kepada b. BA Hasil Tender 3 hari ;:Eﬁm&;{asnl Kontrak adalah:
PA/KPA/PPK (Pejabat c. BA Hasil Penyedia PA/KPA apabila
Penandatangan Kontrak) Penetapan memperoleh
pendelegasian
kewenangan
, . Laporan Hasil Penyampaian menandatangani
" v o Pemilihan lhari | Hasil kontrak dari PA,
y EE Penyedia Pemilihan atau PPK apabila
memperoleh
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Pelaksana Mutu Baku
N Uraian Kegiata S Pokja
raian n i
o N earmen "’ e | Sy pemih pevyeais| [erverment | wacw | oupue | Keterangan
Kontrak

Melaksanakan reviu terhadap D tugas pelimpahan

hasil pemilihan penyedia: Rancangan Keputusan kewenangan

a. Jika disetujui maka ' Foaknalk Persetujuan menandatangani

3 dilanjutkan dengan LaBarn Hastl 1 ki atau Penolakan kontrak dari
Penerbitan SPPBJ (a) (b) ' Pell?nilihan Terhadap PA/KPA

b. Jika tidak disetujui, Penyedia Hasil Pemilihan
menyampaikan penolakan \/ Penyedia
kepada Pokja Pemilihan

Melaksanakan pembahasan

bersama dengan

PPK terkait perselisihan hasil

pemilihan: v . Keputusan Kesepakatan atau

a. Jika tercapai kesepakatan (b) / Penolakan Hasil Tindak Lanjut

4 maka proses dilanjutkan ke Pemilihan 5 hari Perselisihan Hasil
penerbitan SPPB] \ Penyedia Pemilihan ke

b. Jika tidak terjadi . Bukti Dukung PA/KPA
kesepakatan maka
keputusan diserahkan (a)
kepada PA/KPA

Memberikan keputusan

terkait perselisihan hasil

pemilihan:

a. Jika menolak hasil ; .
pemilihan penyedia. Maka ‘\ ' ;2?;?;3:;‘3311 Keputusan siol;ee??ez:::j:?
Pokmil melaksanakan Penyedia PA/KPA untuk e e
evaluasi ulang/ penawaran . menyetujui atau

5 . Keputusan PPK | 1 hari " penawaran
ulang/ tender ulang terkait Penolakan menolak hasil il .

b. Menerima hasil pemilihan (a) st 1o pemilihan ang sesual
; Hasil Pemilihan ; dengan Perlem

penyedia. Maka PA/KPA PR penyedia 9/2018
memerintahkan Pejabat (b) y /
Penandatangan Kontrak
menerbitkan menerbitkan \ 4 ¥
SPPB] —{] O U




27-

Pelaksana Mutu Baku
N i " Pejabat Pokja
raian Kegiatan Penanda| PjPHP/ | Kepala Persyaratan/
il i Keterangan
o PA/KPA tangan | PPHP | UKPB]J Pel;:hh FRAyE Perlengkapan WG i .
Kontrak

Melaksanakan penerbitan ? 4. Eapqll'?}:l — R

6 | SPPBJ] dan Persiapan - SEPLURAR 14 hari Ve v
2. Rancangan Kontrak Final
Kontrak
Kontrak

Melakukan pengecekan

DPA/DIPA: X

a. Jika anggaran tersedia / _ Ketersediaan
7 maka lanjut ke proses DPA/DIPA 1 hari Anggaran

penandatanganan kontrak \
b. Jika tidak tersedia lapor ke
PA/KPA (b) (a)

Menerima laporan Pejabat 1. Laporan

Penandatangan Kontrak : ketidaktersediaa Tend leksi
8 | perihal ketidaktersediaan nangaran 1jam o o s

anggaran DPA/DIPA dan DIPA/DPA dibatalkan

membatalkan tender/seleksi 2. DIPA/DPA

Melaksanakan - 1. Rancangan .

1H Dok Kontrak

9 | Penandatanganan Kontrak < P Kontrak Ker?; d.(‘):au(rjnin g

dengan Penyedia é 2. Jaminan itandatngani
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Pelaksana Mutu Baku
Pejabat "
N Uraian Kegiatan Penanda Pi P0k]a
jPHP/ | Kepala o s Persyaratan/ Keterangan
° FA/KEA tangan | PPHP | UKPB] Pe!:r:hh Penyedia Perlengkapan Waktu Pt 8
Kontrak
Melaksanakan:
1. Penerbitan Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK) Untuk
Pengadaan Konstruksi,
10 Konsultansi, dan Jasa Dokumen Kontrak | 14 hari | SPMK/ SPP
Lainnya
2. Penerbitan Surat Perintah
Pengiriman (SPP) untuk
Pengadaan Barang
Sesuai
Melaksanakan kontrak dan ‘ dengan | 1. Laporan hasil
menyellesaikan pekiirjaan/ 1. Dokumen Ea;‘i . pelaksanaan
11 | pengiriman barang dan - Kontrak alender kontrak
mengajukan kepada PPK untuk ‘ 2. SPMK/SPP dalam 2. Pengajuan
Serah Terima Hasil Pekerjaan rancanga Serah Terima
n kontrak
Melaksanakan Pemeriksaan
Hasil Pekerjaan/ Pengiriman
Barang dituangkan ke dalam . Laporan hasil
Berita Acara Hasil Pemeriksaan; )
a. Jika sudah sesuai maka akan ) 4 barang/pekerjaan
dilakukan penandatanganan \ oleh penyedia Laporan hasil
Berita Acara Sera Terima b . pemeriksaan
- Barang/Hasil Pekerjaan ®) 2 Dolfun?‘en 1 Harl Hasil Pekerjaan/
b. Jika tidak sesuai dengan hasil Petfanian Kontrak Barang

pekerjaan maka penyedia
diharuskan memperbaiki
pekerjaan/barang untuk
disesuaikan dengan kontrak
yang telah disepakati

Pengajuan Serah

. Terima

barang/pekerjaan
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Pelaksana Mutu Baku
jabat
; S Kegstan PA/KPA penanda PIPHP/ | Kepala |0 | o Persyaratan/ | Output Keterangan
o tangan | PPHP | UKPBJ] s y Perlengkapan ax o,
Kontrak
1. Laporan hasil
Menandatangani Berita Acara ? pekerjaan/barang Beritas A a—
13| Serah Terima oleh penyedia 10 menit Tz:tiiz cara sera
(BAST) 2. Pengajuan serah
terima
Mengajukan Serah Terima . Sle;e;l;genma
14 | Barang/Jasa ke BAST 10 menit Tovseipalian ke
PA/KPA PA/KPA
Serah Terima
Memerintahkan PjPHP/PPHP A 1. Laporan Hasil Barang
15| untmellomnalan s DoamnBare) 1OM | Tersampatan ke
' PjPHP/ PPHP
Melaksanakan Pemeriksaan
Administratif oleh
PjPHP/PPHP.
a. Jika ditemukan
ketidaksesuaian )
PjPHP/PPHP melalui 1. SP Pemeriksaan
PA/KPA meminta Pejabata \ Angl‘msu"atlf
Penandatangan Kontrak g E . Hasil 1 Hari Hasil pemeriksaan
16 untuk memperbaiki g alp;or.":m na an administratif
b. Jika serah terima Pekerjaan/
barang/hasil pekerjaan () (b) Pengiriman
sudah sesuai dengan Barang

ketentuan administrasi
maka anak dilakukan
penandatanganan Berita
Acara Hasil Pemeriksaan
Administratif
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Pelaksana Mutu Baku
. Pejabat Pokja
Uraian Kegiatan Penanda | PjPHP/ | Kepala Persyaratan/ Keteran
i1 i gan
o PA/KPA| t:ngan | PPHP | UKPB]J Pe‘;‘r'l"h Penyedial perlengkapan | VPR Ciorpnt
Kontrak
D 1. SP Pemeriksaan
{:\’Aemirétatpejabalt( e ) gﬁg];nisuaﬁf Surat Perintah
enandatangan Kontra . PA
17 | untuk memperbaiki 3. Laporan Hasil 1]Jam PA/;;ikauntuk
administrasi serah terima Pekerjaan/ per . n _
barang/hasil pekerjaan Pengiriman administrasi
Barang
1. BAST
2. Laporan Hasil
o . _ Pekerjaan/ Perbaikan
Memberbaiki administrasi Pengiriman aidmimistvasd serdh
18| serah terima barang/hasil Barang 1 Hari berima barsng
pekeiaan 3. SP PA/KPA untuk kepada PA/KPA
perbaikan
administrasi
Perbaikan ) _
Menandatangani Berita Acara = adminietrasi serah Berita Acara Hasil
19| Hasil Pemeriksaan terima barang kepada T oo Pem?n_ksaarl
Perbaikan N asg
Lo : erita Acara Hasi
20| Selesai adr_mmstraSI OEpR Pemeriksaan
terima barang kepada Administratif
PA/KPA
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,
PARAF KOORDINASI |
JABATAN PA
T SEKDA T H. AMRULLAH
| 2. ASISTEN ADM. UMUM
3. DINAS/BADAN/KANTOR
4.BAGIAN \R )\ \f




